
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 13 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAKG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan 
daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Lampung 
Timur; 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 
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11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 81); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5239); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5372); 



3 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. 
7. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu 

tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial Nasional oleh beberapa Sadan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat (JKN) merupakan bagian 
dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan 
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). 

9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iuran dibayar oleh Pemerintah. 

10. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat (BPJS) Kesehatan 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan. 

11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik premeventif, 
promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah 
fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, 
dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya. 

13. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung 
Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 
suatu wilayah kerja. 

14. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan tambahan ruangan dan 
fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif 
terbatas maupun rawat inap sementara. 

15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah 
Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan 
kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir. 

16. Koordinator Pelaksana Dinas Kesehatan adalah pelaksana dinas yang mempunyai 
wilayah kerja tertentu dalam Ka bu paten Lampung Timur. 

1 7. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi a tau dokter gigi spesialis. 
18. Staf Puskesmas adalah pelaksana suatu institusi kesehatan yang 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN 
DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 

Menetapkan 
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(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. 

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh 
BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP melalui 
Rekening Dana Kapitasi JKN dan diakui sebagai pendapatan. 

(4) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 
bulan Januari 2014. 

(5) Bupati Lampung Timur menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP 
atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melalui PPKD. 

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan langsung untuk 
pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. 

Pasal 3 

BAB III 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI 

( 1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama. 

(2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. Puskesmas atau yang setara; 
b. Praktik dokter; 
c. Praktik dokter gigi; 
d. Klinik Pratama atau yang setara; 
e. Rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara. 

Pasal 2 

BAB II 
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN 

19. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan 
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

20. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 
21. Rumah Sakit Kelas D yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 
100. 

22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada 
FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis 
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

23. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP 
dari BPJS Kesehatan. 

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 
kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

25. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang 
ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNGTIMURTAHUN 2014 NOMOR 17 

I WAYAN SUTARJA 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal ~l Aeti.1L 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

BUPATI LAMPUNO TIMUR, 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal c;~ - A, ~·L -2014 

~- -·~ 
PARAF KOORDINASI 

·1. SEKDAKAB. 
" r 2. ASS. I I 

3. ASS. II t 
4. ASS. III 

. 
5. l<.a I) ((1 ~~ ~· 
6. BAG.HKM ~ 
7. '\. 

8. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten La.mpung Timur. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Dana Kapitasi JKN pada FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan 
kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa 
pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan, dengan perincian sebagai berikut: 
a. Koordinator Pelaksana Dinas Kesehatan pada Puskesmas 15%; 
b. Tenaga medis/dokter apabila berjumlah 1 orang 10%, berjumlah 2 orang 15%, 

berjumlah lebih dari 2 orang 20%; 
c. Bendahara Dana Kapitasi JKN 5%; 
d. Jika tenaga medis/dokter berjumlah 1 orang, staf 45%; 
e. Jika tenaga medis/dokter berjumlah 2 orang, staf 40%; 
f. Jika tenaga medis/dokter berjumlah lebih dari 2 orang, staf 35%; 
g. Jika tidak terdapat tenaga medis/dokter, staf 55%. 

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis pakai, dan dukungan 
biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, dengan perincian sebagai berikut: 
a. Operasional dan manajemen termasuk pengadaan sarana, perbekalan 

kesehatan, alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pakai habis 15%; 
b. Pengadaan obat kesehatan 10%. 

Pasal 4 

BAB IV 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI 


